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ABSTRAK 
 
ASRUL (B111 11 400) PELAKSANAAN KEWENANGAN 
PEMERINTAHAN DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG 
KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Di bimbing oleh Muh. Djafar Saidi 
selaku Pembimbing I dan Ruslan Hambali selaku Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Pelaksanaan 
Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang 
Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan (2) mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi 
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Data yang diperoleh dari Penelitian ini adalah Data primer yang 
yang diperoleh dari responden melalui wawancara dengan teknik 
pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada 
responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk 
berstruktur yang jawaban-jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Dan 
Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisa 
mendalam. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan 
Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan tidak sepenuhnya 
dijalankan, yaitu kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul sebagaimana 
dimaksud dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 34 (1) seperti sistem 
organisasi masyarakat adat yang sudah tidak dilaksanakan dan luntur 
dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan tidak adanya tanah kas 
desa, serta kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud 
dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 34 (2) seperti tempat pemandian 
umum, jaringan irigasi, embung desa, sanggar seni dan belajar, serta 
perpustakaan Desa. Seharusnya Pemerintah Desa Anrihua Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan wewenang berdasarkan 
pada kewenangan yang telah di tentetukan dan ditetapkan oleh Undang-
Undang Desa. 
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BAB I 
  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa 
adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus 
dengan corak, dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan 
kecakapan, kemampuan dan kesanggupan Pemerintahan Desa. 
Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dari 
penyelenggaraan otonomi Desa sehingga untuk peningkatan dan 
pembangunan Desa diharapkan mempunyai kapasitas aparat 
Pemerintahan Desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan aspirasi 
masyarakat. 
Olehnya itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
merupakan bagian dari system penyelenggaraan Pemerintahan 
sehingga Desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa sebagai 
Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Penyampaian 
2 
 
1laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati 
disebabkan karena adanya tugas pembantuan sebagai bentuk 
pelaksanaan tugas tertentu yang disertai pembinaan, sarana dan 
prasaran serta sumber daya manusia dengan kewajiban 
melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkannya”. 
Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintahan yang terdapat 
di Desa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan 
kebijakan-kebijakan di Desa. Dalam Pemerintahan Desa, terdapat 
dua peran penting yang mesti dimiliki di setiap Desa yaitu 
pengemban kehendak dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan juga sebagai perpanjangan tangan Negara. 
Olehnya itu, efektifitas kinerja Pemerintahan Desa ini biasanya 
meliputi beberapa faktor-faktor meliputi; (1) adanya konsolidasi 
internal di kalangan Pemerintah Desa. Dengan semakin kuatnya 
konsolidasi tersebut, maka akan semakin efektif pula kinerja 
aparat, demikian pula sebaliknya. Sehingga perlu dipahami 
bersama bahwa faktor konsolidasi ini sangat penting dimana 
dimensi-dimensi politis dalam Pemerintahan Desa tak kalah 
menentukannya dibandingkan dengan dimensi-dimensi politis 
dalam Pemerintahan nasional. Hal ini berkaitan dengan basis 
                                                          
1 Jurnal administrasi publik (TAP) vol.1 , No. 4 
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2sosial setiap aparat Desa, yang juga berkaitan dengan persoalan 
semasa pemilihan Kepala Desa, (2) adanya optimalisasi di 
seluruh elemen dalam struktur Pemerintahan hingga ke tingkat RT 
(Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), (3) adanya ketepatan 
pola rekrutmen juga turut menentukan efektifitas kerja 
Pemerintahan Desa, (4) terselenggaranya reformasi Pemerintah 
Desa secara formal juga menentukan efektifitas kinerja aparatur 
Desa”. 
Di masa sekarang ini, para Kepala Desa mengemban 
kekuasaan dan wewenang yang secara absah. Para Kepala Desa 
juga bertanggung-jawab terhadap rakyat melalui Badan 
Permusyawaratan Desa, dengan menyampaikan laporan 
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 
   Akuntabilitas Pemerintah Desa di hadapan rakyatnya 
dikaitkan dalam dua hal, yaitu transparansi penyelenggaran 
Pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan, serta aspek 
personal Kepala Desa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semakin 
transparan penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan 
keuangan Desa, maka akan semakin menunjang pada aspek 
                                                          
2 Jurnal administrasi publik (TAP) vol.1, No. 4 
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personal Kepala Desa dan nantinya akan berdampak positif 
dengan semakin baiknya akuntabilitas Pemerintah Desa. 
Dalam pengamatan yang lebih luas, dapat ditelaah 
bersama bahwa dalam menyikapi kebijakan Desa, maka tidak 
perlu mengharapkan kebijakan tertulis yang biasanya dirumuskan 
melalui pemikiran mendalam. Banyak dijumpai kebijakan di Desa 
yang hanya merupakan konvensi atau perkembangan sedikit demi 
sedikit secara teratur yang dicoba dibangun dengan kata lain, 
bahwa kebijakan Desa dianggap hanya semacam ide-ide dari 
pemikiran aparat khususnya Kepala Desa yang menjabat yang 
secara spontan seringkali menerapkan kebijakan Desa sebagai 
faktor pendukung dalam aturannya kedepan. 
Seringkali ditemukan di setiap kebijakan Desa cenderung 
melemah dan kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh masyrakat Desa. Lazimnya banyak ditemukan forum rembug 
Desa yang dalam istilah tradisional biasa disebut sebagai adat 
demokratis/musyawarah yang dianggap paling populer di Desa. 
Namun hal ini sangat disayangkan bahwa tak jarang kita jumpai 
dimana forum rembug Desa telah dikuasai oleh ajang sosialisasi 
kebijakan-kebijakan baru yang hal ini tentu saja menghilangkan 
fungsi rembug Desa sebagai salah satu wadah untuk menampung 
5 
 
aspirasi, keluhan dan bersama sama mencari solusi yang tepat 
bagi keluhan masyarakat setempat. 
Merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 mengenai pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dalam aturan 
tersebut terkandung aturan pembentukan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara substantive disebut 
sebagai legislatif Desa serta Pemerintah Desa yang dalam hal ini 
aparat Desa berperan sebagai eksekutif Desa yang mana 
keduanya saling terkait. Pemisahan antara Pemerintahan Desa 
dan badan permusyawaratan Desa membawa dampak yang luas 
dimana kekuasaan Pemerintah Desa terbagi, dibatasi, dan 
diawasi oleh Badan Permusyaratan Desa. Olehnya itu, 
Pemerintah Desa tidak lagi menjadi penentu kebijakan Desa. 
Akan tetapi, Pemerintah Desa berfungsi sebagai pelaksana 
kebijakan yang harus dikontrol oleh Badan Permusyawaratan 
Desa. Dengan demikian, secara substansial, Pemerintah Desa 
dalam melaksanakan Pemerintahan di Desa diharapakan mampu 
mengimplementasikan semua peraturan Desa atau melaksanakan 
keseluruhan ketentuan yang telah ditetapkan antara Badan 
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 
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Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan aturan 
daerah diberi kekuasaan dan kewenangan untuk menggali potensi 
Desa baik dari sumber daya alam, kegiatan usaha Desa hingga 
pelayanan administrasi untuk dijadikan sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli Desa dalam bentuk pungutan-pungutan Desa 
yang diatur dan diketahui oleh Badan Permusyaratan Desa. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Pasal 206 Poin (c) bahwa kewenangan atau 
perluasan tugas Pemerintah Desa masih dimungkinkan menurut 
tugas pembantuan. Di masa lalu, perluasan tugas yang diberikan 
dari Pemerintah pusat  telah menggeser fungsi Pemerintah Desa 
sebagai pelayan Pemerintahan sepenuhnya. Saat masa otonomi 
daerah, setiap pelayanan selalu dibarengi dengan berbagai 
pungutan sehingga implementasi sosial mulai beralih kearah 
peningkatan penghasilan Desa yang dianggap membebani 
masyarakat Desa. Olehnya itu, masyarakat membutuhkan 
pelayanan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan 
implementasi yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah Desa. 
Hal inilah yang mendasari peneliti saat melihat fenomena 
yang terjadi di Desa Anrihua Kabupaten bulukumba dimana 
program-program yang dicetuskan dan dilaksanakan oleh Kepala 
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Desa biasanya berfokus pada dua hal: yakni Pengembangan 
sektor pertanian dan pembangunan fisik Desa. Di Desa Anrihua 
sendiri, dalam bidang pertanian dianggap sebagai sektor yang 
menyangkut kepentingan mayoritas warga Desa, sehingga hal ini 
mengharuskan Kepala Desa di Desa tersebut harus lebih aktif dan 
bijak dalam melaksanakan aturan-aturan di Desa Anrihua. 
Pembangunan Fisik di Desa Anrihua juga menjadi landasan 
utama dalam pelaksanaan kebijakan dan aturan di daerah 
tersebut. Misalnya perbaikan jalur utama Desa, perbaikan dan 
pembuatan jembatan, pengadaan dan pembangunan atau 
rehabilitasi tempat-tempat ibadah, pembuatan dan perbaikan 
saluran irigasi serta renovasi kantor Desa. 
Namun hal ini sangat disayangkan bahwa seringkali yang 
demikian biasanya disalahgunakan oleh para aparat Desa yang 
tidak bertanggung jawab. Program pencanangan tersebut 
seringkali dijadikan umpan dalam memobilisasi partisipasi 
finansial masyarakat. Dengan adanya mobilisasi dana Masyarakat 
tersebut yang merupakan kebijakan yang dinantikan oleh 
sebagian perangkat Desa yang berdampak pada seringnya 
ditemukan pungutan dana dari masyarakat dengan besaran dana 
yang bervariasi tergantung pada jenis pelayanannya. 
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Persoalan terbesar dalam penerapan otonomi Desa di 
masa silam yang pada dasarnya terletak pada dua hal yaitu 
kurangnya informasi yang memadai di Desa yang ada di seluruh 
Indonesia yang dilakukan secara berlebihan sehingga hal ini 
berakibat pada pengabaian kearifan lokal, serta adanya 
pemusatan kekuasaan di tangan Kepala Desa tanpa adanya 
aturan yang mengontrol hal tersebut. 
Di masa sekarang, keunikan-keunikan lokal disetiap Desa 
kini lebih nampak. Hal ini tercermin dalam kewenangan untuk 
menggunakan nama jabatan dan lembaga yang sesuai dengan 
tradisi di setiap Desa. Dengan adanya regulasi baru, kebijakan-
kebijakan dan hirarki dari Pemerintah Desa dapat diminimalisir. 
Dengan demikian, secara substansial Pemerintah Desa dalam 
melaksanakan Pemerintahan di Desa diharapakan mampu 
mengimplementasikan semua peraturan Desa atau melaksanakan 
keseluruhan ketentuan yang telah ditetapkan antara Badan 
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Hal ini berbeda di 
masa silam di mana Kepala Desa bertanggung-jawab pada Bupati 
melalui Camat, dengan tembusan pada (Lembaga Musyawarah 
Desa) LMD. 
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Dengan latar belakang di atas, hal ini menginspirasi penulis 
untuk mencoba menuangkan ide-ide pokok dan mencoba 
mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan Kewenangan Desa 
Pemerintahan berdasarkan aturan perUndang-Undangan dengan 
judul:  
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN  
DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN 
BULUKUMBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 
TAHUN 2014 TENTANG DESA. 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari asumsi di atas, maka dalam hal ini peneliti 
merumuskan beberapa poin-poin penting sehubungan dengan 
pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa di Anrihua 
Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, yaitu: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa 
Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan 
Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang 
Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa? 
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C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Kewenangan 
Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten 
Bulukumba berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa . 
2. Mengetahui dan memahami faktor–faktor yang mempengaruhi 
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan sebagai: 
1. Salah satu bahan referensi, informasi dan kontribusi 
tentang pola pemikiran yang bijak bagi Pemerintah Desa 
Anrihua dan masyarakat serta kepada semua pihak yang 
berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 
tugas-tugas terutama dalam pembangunan. 
2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain 
yang berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam 
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tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pemerintahan Desa 
 
1. Pengertian Pemerintahan Desa 
Pemerintahan sebagai subyek adalah identik dengan 
“government“ atau “bestuur” yang dapat diartikan sebagai badan 
atau lembaga kenegaraan, badan atau lembaga politik atau badan 
atau lembaga hukum, sedangkan Pemerintahan dapat diartikan 
sebagai kegiatan dari subyek itu. 
Lebih jelas perbedaan ini dikemukakan oleh 3Suradinata 
(1998: 6): 
Pemerintah adalah lembaga atau badan-publik yang 
mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai 
tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan adalah semua 
kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut 
dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan 
negara. 
Selain itu, 4Suradinata (1998: 6) juga mengemukakan 
pengertian Pemerintahan secara terminologi dan etimologi: 
                                                          
3 6. Suradinata, 1998, manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bandung :Ramadan. Hal. 6. 
4 4   Suradinata, 1998, manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bandung :Ramadan. Hal. 
6. 
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Pemerintahan dalam terminologi adalah segala kegiatan 
badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan 
negara, sedangkan dalam etimologi adalah segala 
kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi 
kekuasaan eksekutif. 
Pendapat lain mengenai definisi Pemerintahan 
dikemukakan pula oleh Van Poelje dalam Pamudji (1993: 29), 
bahwa: 
Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggunakan 
bagaimana instansi (publik) dapat disusun dan dipimpin dengan 
sebaik-baiknya. 
Hal serupa juga ditegaskan oleh 5Ndraha (2003: 332) 
mengenai pengertian Pemerintahan sebagai proses 
pemenuhan (penyediaan kebutuhan) pihak yang 
diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan 
dan layanan civil kepada setiap orang pada saat 
diperlukan. 
 Dengan demikian pembahasan mengenai Pemerintah kita 
akan selalu menyangkut kedua belah pihak yaitu: Pemerintah 
dengan kekuasaannya dan yang diperintah dengan tuntutannya. 
                                                          
5  Ndraha, Thalizududuhu, 2003. Budaya Organisasi. Jakarta. Rineka cipta. Hal .332 
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Sedangkan lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 
itu disebut Pemerintah (unit kerja publik). 
Eksistensi Pemerintahan pada hakekatnya berfungsi untuk 
menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah terbentuk bukanlah untuk melayani 
dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. 
6Ndraha (2003: 78-79) menjelaskan bahwa: 
Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi 
primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau 
fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi 
Pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak 
diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, Layanan civil 
dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu fungsi 
sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang 
diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak 
mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak 
berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan 
sarana dan prasarana. 
Sementara itu, 7Rasyid (1997: 44) berpendapat bahwa: 
Pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu pelayanan 
(service), pemberdayaan (empowerment) dan 
pembangunan (development). Pelayanan akan 
                                                          
6 Ndraha (2003: 78-79) 
7 Rasyid, M. Ryaas 1997. Kajian awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, 
Yarsif.watampone.jakarta.Hal 44 
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membuahkan keadilan dalam masyarakat; 
pemberdayaan akan mendorong kemandirian 
masyarakat dan pembangunan akan menciptakan 
kemakmuran dalam masyarakat. 
 
2. Sumber Hukum Pemerintahan Desa 
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 
Pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. 
Undang-Undang  No. 5 tahun 1979  Desa adalah suatu 
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 
masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung 
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa 
Dalam Hukum Pemerintahan Daerah terkhusus mengenai 
Pemerintahan Desa telah di atur oleh beberapa Undang-Undang 
yang di antaranya adalah: 
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a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; “bahwa Presiden menetapkan 
peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana mestinya”. 
b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 
20148. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Dengan beberapa aturan diatas maka khususnya sebagai 
tindak lanjut dari aturan mengenai Pemerintahan Desa maka 
dikeluarkanlah Undang-Undang tentang pembentukan Desa 
beserta dengan kecematannya dalam Undang-Undang: 
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1959 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.  21 Tahun 1999 
Tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu: Bone, Sinjai, Sidenreng, 
Rappang, Wajo, Luwu, Dan Bulukumba Dalam Wilayah 
Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 UU No.6 tahun 2014. Pasal 1 angka 3. 
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B. Pemerintah Desa 
1. Kepala Desa 
Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut 
dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa, demikian yang disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa.  
Menurut 9Saparin (1972: 9) bahwa Kepala Desa juga 
sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dalam masa jabatannya Kepala 
Desa dapat menjabat sebagai Kepala Desa selama enam tahun 
dan dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan 
berikutnya. Dalam hal ini, Kepala Desa tidak bertanggung jawab 
langsung kepada Camat tapi Kepala Desa hanya memberikan 
laporan pertanggung jawaban atau (LPJ) yang biasa juga disebut 
LPJMD (Laporan Pembangunan Jangka Menengah Desa) kepada 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebagai laporan 
kepada Bupati. 
                                                          
9 Dra. Sumber Saparin, Tata Pemerinthan dan Administrasi Desa, Pelajar, Yogyakarta. 1972. Hal 9 
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a. Kewenangan Kepala Desa 
Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Kepala Desa 
memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu, 
oleh karenanya dalam melaksanakan kewenangan Kepala 
Desa diberikan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam 
10Pasal 26 ayat (3) Undang–Undang  No.  6 Tahun 2014 dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 
Kepala Desa berwenang untuk: 
1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 
3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa. 
4) Menetapkan Peraturan Desa. 
5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
6) Membina kehidupan masyarakat Desa. 
7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa 
8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasiakannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Desa. 
9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 
10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan kesehjahteraan 
masyarakat Desa. 
                                                          
10 Pasal 26 ayat (3) Undang–Undang  No.  6 Tahun 2014 
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11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa. 
12) Memanfaatkan teknologi tepat guna. 
13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara 
partisipatif. 
14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan, dan 
15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan . 
Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan Berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara 
hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu 
untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada 
para pembantunya atau memberikan mandat. 
b. Hak dan Kewajiban Kepala Desa 
Kepala Desa selain memiliki fungsi sebagai kepala 
Pemerintahan di Desa, Kepala Desa juga memiliki Hak dan 
Kewajiban terhadap Pemerintahan di Desa yang diatur lebih lanjut 
dalam 11Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 
mengenai hak  Kepala Desa yaitu: 
                                                          
11 UU No. 6 tahun 2014. Pasal 26.Ayat 3. 
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1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah 
Desa 
2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa                                                     
3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 
kesehatan 
4)  Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan  dan 
5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 
lainnya kepada perangkat Desa. 
Kewajiban Kepala Desa yaitu: 
1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
5) Menaati dan menegakkan peraturan perUndang-Undangan. 
6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih 
dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 
7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
Pemerintahan Desa. 
8) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-
12Undangan. 
                                                          
12 UU No. 6 tahun 2014. Pasal 29. 
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9) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang 
baik. 
10) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan Desa. 
11) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.13 
12) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. 
13) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa. 
14) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial 
budaya dan adat istiadat. 
15) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. 
16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup. 
 
 
c. Larangan Kepala Desa 
Selain hak dan kewajiban dari Kepala Desa yang diatur 
dalam Pasal 1429 Undang-Undang  No. 6 tahun 2014, selanjutnya 
diatur juga mengenai larangan bagi Kepala Desa untuk  
menjalankan kewenangan dalam masa jabatannya sebagai 
kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa dilarang untuk: 
1) Menjadi pengurus partai politik. 
2) Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga 
kemasyarakatan di Desa bersangkutan. 
                                                          
 
14 UU No. 6 tahun 2014. Pasal 29. 
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3) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPRD). 
4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan 
Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah. 
5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 
masyarakat lain. 
6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, 
barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya. 
 
 
2. Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap 
sebagai "parlemen"-nya Desa. Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi 
daerah di Indonesia. 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil 
dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua 
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Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama 
dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 tahun 
dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 
berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. 
Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dimana sebelum 
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ 
Walikota. 
Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi   
masyarakat. Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai wakil rakyat di Desa merupakan tempat bagi 
masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk 
menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian 
menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada 
instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan 
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oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
 
Menurut 15Melisa Fitra bahwa: 
“Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala 
aspirasi atau keluhan-keluhan yang kemudian 
ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara 
lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut 
terkait dengan pembangunan dan kemajuan Desa maka 
akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk 
peraturan-peraturan Desa, dan dengan cara lisan yaitu 
masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung 
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat 
ada pertemuan Desa atau rembug Desa dan ketika ada 
rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. 
Oleh sebab itu, setiap anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) juga harus mampu membaca kepentingan-
kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta 
menjembatani kebutuhan masyarakat Desa. 
Selain itu juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 
mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena masyarakat 
                                                          
15 Ibid. 
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memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap lembaga 
Pemerintah. 
 
16Solichin (1997: 12) mengatakan bahwa: 
“Forum Musrenbangdes yang merupakan forum 
partisipasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat 
Desa, dalam prakteknya masih belum bisa 
termanfaatkan secara maksimal. Faktor yang 
menyebabkan antara lain: pola budaya paternalistik 
yang cendrung menurut saja apa kata pimpinan, 
perasaan “ewuhpakewuh” dan sebagainya. Akibatnya, 
yang terlibat dalam Musrenbangdes lebih banyak 
didominasi oleh para elit Desa, yang hanya terbatas 
pada aktor Pemerintahan Desa dan lembaga lembaga 
formal di tingkat Desa, seperti: BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa), Tim Penggerak PKK    
(Program Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun Warga), 
RT (Rukun Tetangga). Sementara keterlibatan 
organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi 
petani, dan kelompok kelompok pemuda masih sangat 
terbatas”. 
 
 
                                                          
16 Moch. Sholekhan. Op.cit. Hal. 12 
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a. Peran Badan Permusyawaratan Desa 
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan 
Desa begitu penting dalam rangka penyelenggaraan 
kesejahteraan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus 
berusaha secara optimal mewujudkan keinginan warganya, baik 
dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Ketiga bidang ini selalu berkaitan dan sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh 
karenanya partisipasi masyarakat ini harus diakomodir dalam 
suatu institusi yang diharapkan sebagai kerja Pemerintah 
khususnya Pemerintah Desa, yang dalam hal ini dilakukan melalui 
Badan Permusyawaratan Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa sebagai pendorong 
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Suatu pertisipasi 
sudah tentu tidak bersifat lokalistik keDesaan, melainkan 
memungkinkan adanya peran dalam pengambilan kebijakan 
mengenai Desa itu sendiri. 
Dengan demikian, pengaruh peran dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sangat signifikan dan sangat 
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menentukan bagi masyarakat di Desa terutama yang berkaitan 
dengan aspirasi dan kesejahteraan, dan keadilan masyarakat 
Desa selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang 
mencerminkan kedaulatan rakyat. 
b. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa 
17Wewenang Badan Permusyawarataan Desa (BPD) yaitu: 
1) Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala 
Desa 
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa dan Peraturan Kepala Desa 
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala 
Desa 
4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 
5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 
Penggunaan nama/istilah Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) tidak harus seragam pada seluruh Desa di Indonesia, 
dan dapat disebut dengan nama lain. 
 
 
                                                          
17 http://cheetz89. Com/2011/11/04 hak-dan-kewajiban-sebagai-warga-negara-indonesia. 
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C. Hak, Kewajiban Desa 
1. Hak dan Kewajiban Desa 
Hak dan Kewajiban Desa  dalam 18Pasal 67 Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Desa, adalah memberikan sesuatu 
yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh Pemerintah Desa 
yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintahan Desa yang lain, 
yang pada prinsipnya dituntut secara paksa oleh Pemerintah 
Desa, sehingga setiap Pemerintahan Desa memiliki kewajiban 
yang harus dilakukan. Dalam pengertian diatas Desa berhak: 
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial 
budaya masyarakat Desa 
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa 
c. Mendapatkan sumber pendapatan. 
Desa berkewajiban sebagai: 
a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta 
kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan 
nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa 
                                                          
18 UU No.6 tahun 2014. Pasal 67. 
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e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat Desa. 
 
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa 
Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa tidak terlepas dari 
hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena hak dan 
kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, 
bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk 
mendapatkan kehidupan yang layak, seperti halnya yang berlaku 
dalam 19Pasal 68 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai 
Pemerintahan Desa bahwa masyarakat berhak dinyatakan 
bahwa: 
a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa 
serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan  
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa 
b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil 
c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau 
tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa 
d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 
                                                          
19 UU No.6 tahun 2014. Pasal 68. 
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1) Kepala Desa20 
2) Perangkat Desa 
3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
4) Anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 
5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari 
gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa 
Masyarakat Desa berkewajiban untuk: 
a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa. 
b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang baik. 
c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan 
tenteram di Desa. 
d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di 
Desa. 
e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 
 
 
3. Kewenangan Desa 
Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
Kewenangan Desa, yaitu; 
a. Kewenangan Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal 
usul. 
                                                          
20 UU No. 6 tahun 2014. Pasal 19. 
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     Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul tercantum dalam 
Pasal 19 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa hak asal-
usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup 
dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain 
sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata 
dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam 
kehidupan masyarakat Desa dan  
     Sedangkan tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, tertuang dalam pasal 26 ayat (1) 
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yaitu; Melaksanakan 
pembanguanan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian Kepala Desa 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa. 
d. Menetapkan Peraturan Desa. 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa. 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa 
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasiakannya agar mencapai perekonomian 
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa. 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan kesehjahteraan 
masyarakat Desa. 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa. 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara 
partisipatif. 
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 
 
b.  Kewenangan lokal berskala Desa  
     Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan lokal 
berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dijalankan oleh 
Desa dan mampu bekerja secara efektif. Kewenangan yang  
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan 
Desa dan prakasa masyarakat Desa, sebagai contoh; 
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tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, 
saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, 
sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa dan jalan 
Desa. 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
dan 
    Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-
Undangan. Penugasan Pemerintah terhadap Pemerintah 
Desa terdiri atas; Penugasan Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; merupakan 
penugasan dari Pemerintah untuk dilaksanakan oleh Desa. 
Penugasan tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Desa 
kepada Pemerintah. Penugasan yang diberikan kepada Desa 
tersebut adalah bersifat khusus dan efektif.  
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang-Undangan. 
Penugasan lain oleh Pemerintah, yaitu; Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan PerUndang-Undangan Penugasan tersebut 
disertai dengan dana dari Pemerintah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
 
Tipe penelitian yang digunakan adalah sosio legal riset atau 
pengkajian mengingat penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pelaksanaan kewenangan  Pemerintahan Desa Anrihua 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan secara 
jelas dan sistematis sebuah penelitian. Metode Penelitian 
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek 
atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-
lain berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. 
Hal ini didukung oleh Marjorie (2007: 43) bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian dalam menyatakan, menganalisa dan 
mengklasifikasikan data. Olehnya itu, penelitian ini adalah dengan 
melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta 
secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. 
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B. Lokasi Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan di lokasi Kantor Desa Anrihua 
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan 
judul penelitian yang membahas tentang pelaksanaan 
kewenangan Desa Anrihua kabupaten Bulukumba berdasarkan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
C. Subjek Penelitian 
Adapun subjek penelitian ini adalah seluruh aparat Desa 
yang berwenang yang berada di Kantor Desa Anrihua.  Beserta 
dengan para Pengurus Badan Pengurus Desa Anrihua Kabupaten 
Bulukumba. Dalam penentuan sampel, penelitian menggunakan 
purposive sampling dimana sampel telah ditentukan. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan note-taking atau 
pencatatan sebagai instrument. Adapun jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yaitu: 
1. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang 
diperoleh dari responden melalui wawancara. 
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan analisa mendalam. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 
metode: 
1. Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 
tertulis kepada responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dibuat dalam bentuk berstruktur yang jawaban-jawabannya 
telah disediakan oleh peneliti. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam bentuk tanya jawab secara lisan dengan responden,  
Perangkat Desa dan masyarakat.  
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, dimaksudkan untuk mendeskripsikan 
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sedangkan analisis 
yang digunakan adalah analisis presentase. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
 
1. Kewenangan Pemerintahan Desa berdasarkan hak Asal usul 
Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul tercantum dalam 
Pasal 19 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa hak asal-usul 
adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem 
organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum 
adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan 
masyarakat Desa. 
Sedangkan tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan, Pemerintahan Desa menurut Pasal 26 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tentang Desa adalah: 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 
masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa berwenag: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
Aset Desa. 
d. Menetapkan Peraturan Desa. 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa. 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa 
serta mengintegrasiakannya agar mencapai 
perekonomian skala produktif untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan 
kesehjahteraan masyarakat Desa. 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya 
masyarakat Desa. 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara 
partisipatif. 
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, 
dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 
Dari penjelasan tersebut hubungannya dengan Desa 
Anrihua bahwa warisan yang masih hidup dan merupakan 
prakasra Desa atau masyarakat adat di Desa Anrihua sudah  
tidak ada lagi. 
sebagaimana dikemukakan oleh Kepala21 Desa Anrihua 
bahwa “Karena di Desa tersebut tidak termasuk Desa adat dan 
sudah menganut sistem Pemerintahan.” Maka dengan demikian 
bahwa persepsi Kepala Desa Anrihua yang berkaitan dengan 
sistem masyarakat adat adalah berbeda dengan sistem 
Pemerintahan. 
Oleh karena itu, Desa sebagai sistem Pemerintahan di 
tingkat Desa maka di Desa Anrihua tidak ditemukan adanya 
sistem organisasi masyarakat adat. Urusan ini sudah tidak ditemui 
dan tidak dilaksanakan di Desa Anrihua karena budaya tersebut 
luntur dengan sendirinya seiring perkembangan jaman. 
Kelembagaan Urusan Pemerintahan yang sudah ada 
berdasarkan hak asal-usul Desa di Desa Anrihua meliputi 
                                                          
21. Ramli Lampe/Kepala Desa.wawancara.15.juli.2015. 
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pengelolaan sistem Pemerintahan sendiri, Dalam pelaksanaan 
kewenangan asal-usul Pemerintah Desa lebih memperhatikan 
dengan membuat peraturan sebagai payung hukum yang 
bertujuan untuk merawat dan mempertahankan budaya yang ada. 
Dalam rangka melestarikan budaya, sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya.  
Di Desa Anrihua tidak ada tanah kas Desa yang menjadi 
bagian terhadap setiap Kepala Desa yang terpilih (menjabat), 
atinya bahwa tidak ada tanah leluhur yang seharunya menjadi 
bagian kepada Kepala Desa yang terpilih untuk dijadikan sebagai 
tanah untuk bercocok tanam selama dalam kepemimpinannya. 
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah 22seorang 
warga Desa Anrihua, “bahwa tidak ada tanah kas Desa di Desa 
Anrihua”. 
Upaya dalam menumbuhkembangkan pembangunan di 
Desa Anrihua hampir sepenuhnya di berikan kepada Kepala Desa 
untuk di laksanakan. Masyarakat pada prinsipnya lebih memilih 
untuk tidak banyak berpartisipasi di dalam proses pembangunan 
secara langsung. Masyarakat lebih cenderung menunggu arahan 
                                                          
22. Darman.Wawancara.masyarakat.17.juli.2015  
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dari Kepala Desa Anrihua untuk sebuah pembangunan lebih 
lanjut. 
Walaupun demikian sebagaimana upaya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, Kepala Desa tetap melibatkan 
masyarakat dalam proses pembangunan sebagaimana 
diungkapkan melalaui wawancara oleh salah seorang warga Desa 
Anrihua bahwa ”pernah terlibat dalam suatu pertemuan yang 
dilaksanakan oleh Desa untuk membahas tentang bagaimana 
membangun Desa”. 
Maka dengan demikian bahwa kewenangan hak usul Desa 
di Desa Anrihua pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat. 
Namun demikian, hal tersebut dilakukan jika Pemerintah Desa 
mengundang masyarakat untuk hadir berpartisipasi. 
2. Kewenangan lokal berskala Desa 
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa 
yang dijalankan oleh Desa dan mampu bekerja secara efektif. 
Kewenangan yang  dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, 
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sebagai contoh; tambatan perahu, pasar Desa, tempat 
permandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos 
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan 
Desa dan jalan Desa. 
Terhadap Desa Anrihua yang merupakan kewenangan 
yang ditugaskan oleh Pemerintah yang menurut 23Kepala Desa  
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih kurangnya 
fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana dari Pemerintah 
daerah oleh karena itu yang dapat dilaksankan hanya pada 
pengdaan Pasar Desa, pos pelayanan terpadu, dan jalan Desa ”. 
Hal tersebut nampak pada penelitian penulis dengan melakukan 
kunjungan di Desa Anrihua Juli 2015.  Sedangkan yang lainnya 
sebagai bentuk kewenangan Desa yang diberikan oleh Desa 
Anrihua belum dilaksanakan. 
Seharusnya, kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa dijalankan oleh Desa sesuai 
dengan potensi daerah sebagaimana potensi Desa Anrihua yaitu  
pertanian, maka dengan demikian seharusnya Pemerintah Desa 
ada usaha dan turut serta di dalam membangun irigasi Desa 
untuk membantu pertanian dalam rangka melanjutkan dan 
                                                          
23.Ramli Lampe/Kepala Desa.Wawancara.18.September.2015. 
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mengelolah pertanian sesuai dengan potensi Desa. Demikian juga 
dengan tugas dan kewenangan dari Desa, yang secara 
procedural adalah berdasakan pada prakarsa dari masyarakat. 
Hal tersebut sebagaimana juga diungkapkan oleh 24ketua 
BPD “Bahwa seharusnya Pemerintah Desa dapat diberikan 
kewenangan sepenuhnya oleh Pemerintah daerah sesuai dengan 
potensi Desa“. 
Dari hal tersebut bahwasanya Pemerintahan Desa Anrihua, 
diberikan kewenangan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba, yang tidak bertentangan dengan nilai luhur Desa 
Anrihua. Sehingga sebagai ukuran kiranya tetap berjalan sesuai 
dengan aturan Desa adalah dengan melakukan upaya mediasi 
dengan masyarakat melalui prakarsa masyarakat. Dari hal 
tersebut sehingga Desa Anrihua dapat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berdasarkan pada asas-asas otonomi Desa. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa 
dalam rangka membangun Desa secara administrasi sehingga 
memberikan pelayanan yang mudah kepada Desa, diantaranya 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa 
                                                          
24.Syarifuddin/Ketua BPD.Wawancara.18.September.2015. 
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diluar bidang otonomi Desa sehubungan dengan penyerahan 
urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. 
Sebagaimana pelaksanaan kewenangan Desa berupa urusan 
Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan PerUndang-Undangan 
diserahkan kepada Desa tidak sepenuhnya terdapat 
/dilaksanakan di Desa Anrihua. 
Temuan di lapangan menunjukkan keberadaan aktifitas 
masayarakat Desa tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan 
Pemerintahan Desa Anrihua. Kebiasaan yang dianut oleh 
Masyarakat Anrihua. Maka seharusnya Masyarakat Anrihua 
disosialisasikan mengenai peraturan PerUndang-Undangan yang 
terkait dengan Desa. Kiranya status, tugas, dan wewenang Desa 
jelas dan tidak tumpang tindih dengan wewenang kabupaten. 
Perlu adanya dukungan dari Pemerintah, Pemerintah 
provinsi maupun Pemerintah kabupaten untuk memberikan hak 
Desa atas wewenang yang telah dilimpahkan kepada Desa. 
Perlu adanya identifikasi lebih mendalam dan inisiatif dari 
Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa 
untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan       
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Pemerintahan lainnya yang tercantum dalam 25Pasal 2 ayat 1 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006. Dalam 
pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
provinsi, maupun Pemerintah kabupaten harus dimaksimalkan 
lagi dengan meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi 
Pemerintah Desa Anrihua dengan Pemerintah kabupaten untuk 
dapat memperlancar program-program nasional, yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat Desa Anrihua. 
Kewenangan Desa dilakukan secara mandiri, Seperti 
misalnya tanah kas Desa, organisasi masyarakat adat, 
pengembangan pasar Desa, pengembangan atau pembangunan 
saluran irigasi, pembangunan dan perawatan jalan Desa. 
3. Kewenangan Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. 
26Penugasan Pemerintah terhadap Pemerintah Desa terdiri 
atas; pertama, Penugasan Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; merupakan penugasan dari 
Pemerintah untuk dilaksanakan oleh Desa. Penugasan tersebut 
akan dipertanggungjawabkan oleh Desa kepada Pemerintah”. 
                                                          
25 Permendagri. No.30 tahun 2006. Pasal 2 ayat 1. 
26 UU No.6 tahun 2014. Pasal 22. 
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Penugasan yang diberikan kepada Desa tersebut adalah bersifat 
khusus dan efektif. Kedua, Penugasan lain oleh Pemerintah, 
yaitu; Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan 
Penugasan tersebut disertai dengan dana”. 
Penugasan Pemerintah terhadap Desa 27Pasal 22 dalam 
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi: 
1. Penugasan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah 
kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa.  
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
biaya. 
 28Menurut Kepala Desa Kewenangan yang ditugaskan 
oleh Pemerintah adalah tugas dari Pemerintah Provinsi 
atau daerah kabupaten yang harus dijalankan oleh 
Pemerintah Desa, yang sudah sebahagian kami 
laksanakan seperti pelaksanaan pembangunan Desa 
                                                          
27 UU No.6 tahun 2014. Pasal 22. 
28 Ramli Lampe/Kepala Desa.Wawancara.18.September.2015. 
47 
 
diantaranya termasuk pembangunan pasar Desa di Desa 
Anrihua “ 
Otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan 
kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak 
asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat. 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa 
mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 
hak asal-usul Desa, urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada 
Desa, Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 
PerUndang-Undangan yang diserahkan kepada Desa. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan 
jenis-jenis urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba 
yang pengaturannya dapat diserahkan kepada Desa dengan 
mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, 
potensi Desa, efesiensi dan efektifitas Desa. 
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang 
pengaturannya telah diserahkan ke Desa pelaksanaannya 
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dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba untuk menentukan kesiapan Desa dalam 
melaksanakan urusan Pemerintahan tersebut yakni yang telah 
diserahkan pengaturannya kepada Desa tetapi Desa tidak mampu 
dalam melaksanakannya dapat ditarik kembali. 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 
Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba 
Desa memiliki kewenangan di dalam mengelolah daerah 
sendiri, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut 
sebagai konsekuensi atas Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasar pada hukum. Di berbagai daerah, banyak sekali 
permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan Desa. 
Hal ini terjadi karena banyak sekali ragam budaya dan tradisi 
yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan 
daerah-daerah lain tersebut masuk dalam lingkup Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif 
dan berlaku secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah 
untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan 
otonomi Desa. 
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Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa bahwa: 
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang 
berwewenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 
masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui di 
hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Dengan adanya Desa, pada dasarnya Desa memiliki 
kewenangan, yakni: 
a) Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 
asal-usul Desa di Desa Anrihua.  
b) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada 
Desa Anrihua tidak semuanya terlaksana, dominan 
pada bidang otonomi Desa berupa mekanisme 
penyelenggaraan Kepala Desa, penetapan perangkat 
Desa, penetapan APBD Desa, dan juga penetapan 
peraturan Desa.  
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c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota belum 
seutuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Anrihua 
dengan baik. Tugas pembantuan yang ada masih 
bersifat umum seperti Desa-Desa pada umumnya yaitu 
berupa pemilihan umum, sensus penduduk, pendidikan, 
kesehatan, dan lainnya. 
Secara normatif, pelaksanaan tugas Desa adalah bertujuan 
untuk  meningkatkan kesejahtraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dalam 
melaksanakan tujuan tersebut maka Desa harusnya menyediakan 
dan mengurusi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan dasar 
Desa Anrihua adalah terdiri dari sandang pangan dan pendidikan 
yang seharusnya menjadi tujuan utama Pemerintah Desa. 
Selain dari pada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
Anrihua, juga adalah pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
sebagai fasilitas di dalam melaksanakan aktifitas Desa. Hal 
tersebut sangat penting karena dengan melanjutkan kehidupan 
masyarakat dengan akses fasilitas umum seperti jalanan masih 
diperlukan pembangunan, hal tersebut dapat memicu peningkatan 
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pendapatan masyarakat dengan pengembangan potensi ekonomi 
Desa. 
Kekuatan Desa sangat bergantung dari pada potensi 
sumber daya alam yang dimiliki sehingga Desa dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya pemanfaatan 
sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan 
demikian diperlukan adanya ketersediaan antara potensi sumber 
daya masyarakat dengan potensi sumber daya alam, sebagai 
kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Anrihua  yakni 
dari segi pertanian sedangkan kekayaan sumber daya manusia 
Desa Anrihua yakni dengan adanya gotong royong di dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa 
Anrihua.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dari beberapa 
pelaksanaan Pemerintahan  Desa Anrihua  juga terdapat 
beberapa urusan yang belum terlaksana di Desa Anrihua yaitu: 
Pertama, urusan Pemerintahan yang belum  ada 
berdasarkan hak asal-usul Desa di Desa Anrihua meliputi 
pengelolaan sistem Pemerintahan sendiri, sistem pengelolaan 
Desa tidak ditemukan di Desa Anrihua. 
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Kedua, seharusnya pelaksanaan kewenangan Desa berupa 
urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan PerUndang-
Undangan diserahkan kepada Desa hal tersebut tidak terdapat di 
Desa Anrihua. 
Seharusnya peraturan yang mengatur mengenai otonomi 
Desa, diatur dalam Undang-Undang tersendiri agar status, tugas, 
dan wewenang Desa jelas dan tidak bertentangan dari 
pelimpahan wewenang kabupaten. Perlu adanya dukungan      
dari Pemerintah, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah 
kabupaten untuk memberikan hak Desa atas wewenang yang 
telah dilimpahkan kepada Desa. 
Dalam pelaksanaan kewenangan asa-lusul terutama pada 
aspek budaya, sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan 
dengan membuat peraturan sebagai payung hukum yang 
bertujuan untuk merawat dan mempertahankan budaya yang ada 
agar warga tetap melestarikan budaya tersebut sesuai dengan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
Pelaksanaan kewenangan berupa urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulukumba yang 
diserahkan pengaturannya kepada Desa Anrihua harus dapat 
dimaksimalkan lagi. Perlu adanya identifikasi lebih mendalam dan 
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inisiatif dari Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan 
Pemerintah Desa. 
Pembangunan Desa Anrihua seharusnya memegang 
prinsip dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotongroyongan guna mewujudkan keutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial. Olehnya itu dalam rangka pelaksanan tugas 
Desa, tugas penting berdasarkan ketentuan hukum adalah Kepala 
Desa Anrihua memiliki kewenangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat 
Desa, memegang kekuasaan dan aset Desa, menetapkan 
peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
Desa, membina ketentraman masyarakat Desa, membina 
meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 
agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-
besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan 
kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan 
teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan Desa 
secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan 
atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan PerUndang-Undangan, melaksanakan 
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wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
PerUndang-Undangan. 
Bahwa pada pelaksanaan tugas sebagaimana ketentuan 
hukum memberikan kewenangan kepada Desa, yang paling 
penting dari Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan Desa 
seharusnya  memiliki visi dan program dengan pendekatan dua 
hal Pertama, program Desa adalah mengacu pada program 
nasional, provinsi, dan Kabupaten Bulukumba sebagaimana 
ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memegang prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, adalah berdasarkan 
pada kebutuhan masyarakat, dengan pengelolaan sumberdaya 
masyarakat dan sumber daya alam yang tersedia di Desa 
Anrihua. 
Sebagai langkah utama didalam pelaksanaan Kewenangan 
Pemerintahan Desa Anrihua dengan urgensi payung hukum 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebab Desa 
Anrihua tidak lagi diurus dengan berdasar pada kebiasaan atau 
adat setempat. Akan tetapi penyelenggaraan Desa Anrihua terikat 
oleh ketentuan hukum yang berlaku. Maka dengan demikian, 
perlu adanya keterpaduan antara pengelolaan Pemerintahan yang 
berdasar pada ketentuan hukum dan keinginan masyarakat. 
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Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua, 
yaitu masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan 
informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Maka dengan demikian masyarakat memilik 
hak dalam mengetahui segala bentuk kegiatan yang 
diprogramkan Desa.  Hal tersebut sebagai wujud dari transparansi 
Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Pemerintah Desa 
bertanggungjawab atas segala bentuk pelaksanaan Desa 
sedangkan masyarakat dapat melakukan pengawasan 
berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Desa. 
Maka dari itu didalam melaksanakan program 
Pemerintahan Desa kiranya program yang dicanangkan dapat 
bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam 
rangka menertibkan hubungan antara Pemerintah Desa dan 
masyarakat, maka seharusnya Kepala Desa mengeluarkan 
peraturan Desa atau peraturan lain ditingkat Desa dengan 
maksud dan tujuan untuk menciptakan adanya kerja sama yang 
baik antara hubungan masyarakat dengan masyarakat, 
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Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain, maupun antara 
masyarakat dengan Pemerintah Desa. 
Dalam rangka pembentukan peraturan ditingkat Desa, 
Kepala Desa melakukan koordinasi dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga peraturan yang dibuat 
dapat memenuhi standar pembuatan peraturan dan berdasarkan 
pada kehendak dan keinginan masyarakat, sehingga BPD 
sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh rakyat untuk 
mewakili kepentingan rakyat. 
Keberadaan BPD sebagai wakil rakyat, prinsip terpenting  
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa adalah  
mengedepankan bentuk pelayanan yang adil, menyampaikan 
aspirasi berdasarkan kepentingan masyarakat.  
Pelaksanaan pembangunan Desa Anrihua dengan 
mempertimbangkan adanya pembinaan kemasyarakatan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Serta mendapatkan 
pengayoman dan perlindungan dari ganguan ketentraman dan 
ketertiban di Desa. Hal tersebut menjadi tolak ukur dari pada 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harusnya dilakukan 
pada Desa Anrihua. 
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Kepala Desa Anrihua bertanggungjawab kepada rakyat 
melalui Badan Permusyawaratan dengan penyampaian laporan 
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bulukumba. Hal 
ini secara substantif berbeda dengan praktek penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Anrihua. 
Pelaksanaan Pemerintahan Desa  terbagi atas dua hal 
yakni transparansi penyelenggaraan Pemerintahan khususnya 
dalam bidang keuangan dan aspek personal Kepala Desa. 
Semakin transparan penyelenggaraan Pemerintahan dan 
pengelolaan keuangan Desa, juga semakin bagus aspek personal 
Kepala Desa, maka akan semakin baik pula kinerja Pemerintah 
Desa. Pemerintah Desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya 
baik dalam turut ikutserta membuat perencanaan ataupun dalam 
melaksankannya. 
Program-program yang seharusnya dilaksanakan oleh 
Kepala Desa Anrihua yakni; Pengembangan sektor pertanian dan 
pembangunan fisik Desa. Pertanian adalah sektor yang 
menyangkut kepentingan mayoritas warga Desa, sehingga harus 
menjadi fokus utama seorang pimpinan Desa Anrihua. 
Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kewenangan 
Pemerintahan Desa Anrihua yaitu:  
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Pertama, Keanekaragaman kepentingan masyarakat yang 
bermakna bahwa Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat, dengan menghormati sistem 
nilai yang berlaku pada masyarakat  setempat, dengan 
mengindahkan sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kedua, Partisipasi bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa 
Anrihua harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar 
masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab 
terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama 
warga Desa Anrihua. 
Ketiga, Otonomi Asli Pemerintahan Desa Anrihua dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 
ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan 
dalam perspektif administrasi Pemerintahan modern, yang 
disesuikan  dengan peraturan PerUndang--Undangan yang 
berlaku.  
Keempat, Demokratisasi bahwa pelaksanaan Pemerintahan 
Desa harus mengedepankan aspirasi masyarakat melalui Badan 
Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai 
mitra Pemerintah Desa. 
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Kelima, Pemberdayaan masyarakat bahwa pelaksanaan 
Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. 
Bahwa berdasarkan uraian mengenai faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa 
diantaranya  yaitu:  
Pertama, adanya perubahan sistem pengelolaan 
Pemerintahan Desa sesuai dengan kebiasaan Desa masing-
masing dengan pengelolaan Desa sesuai dengan sistem 
Pemerintahan. 
 Kedua, Pemahaman Desa dan perangkat Desa yang 
belum tersosialisasi langsung mengenai Undang-Undang Desa 
sehingga Desa dan masyarakat belum mengetahui tugas fungsi 
masing-masing. 
 Ketiga, Belum tersedianya peraturan PerUndang-
Undangan yang mengatur hingga pada pengelolaan kewenangan 
Desa. 
 
 
 
60 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan 
ketentuan PerUndang-Undangan tidak sepenuhnya dijalankan, 
yaitu kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul sebagaimana 
dimaksud dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 34 (1) seperti 
sistem organisasi masyarakat adat yang tidak dilaksanakan dan 
luntur dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan tidak 
adanya tanah kas Desa, serta kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 34 
(2) seperti tempat permandian umum, jaringan irigasi, embung 
Desa, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa. 
Faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan kewenangan 
Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten 
Bulukumba adalah bersumber dari dua faktor yaitu:  
pertama: Faktor Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia 
(SDM) atau aparat pelaksana yang kurang baik, baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan sarana dan prasarana 
kerja yang belum memadai, karena rendahnya kualitas SDM 
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aparat Pemerintah Desa yang rata-rata hanya tamat sampai 
tingkat SMA, faktor dana yang tersedia masih sangat minim untuk 
dapat digunakan dalam peningkatan pembangunan yang mana 
Kepala Desa lebih  mementingkan kepentingan pribadi dan 
keluarga disaat mendapatkan proyek pembangunan untuk Desa. 
 Kedua: Faktor Eksternal yang menjadi penghambat adalah 
partisipasi dan ketaatan masyarakat di Desa Anrihua tidak 
terwujud.   
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan 
Pemerintahan Desa adalah karena tidak tersedianya perangkat 
hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah Desa di Desa 
Anrihua. Kurangnya pengetahuan dari Kepala Desa dan 
perangkat Desa tentang bagaimana mengatur Desa yang 
sebenarnya. Kepala Desa diangkat hanya berdasarkan faktor 
kekeluargaan bukan dari skil atau kemampuan untuk mengelolah 
dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Anrihua.  
 
B. Saran 
1. Seharusnya Pemerintah Desa Anrihua Kecamatan Kindang 
melaksanakan wewenang berdasarkan pada kewenangan 
yang telah di tentetukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang 
Desa.  
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2. Seharusnya Pemerintah dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan 
tingkat Desa menyediakan perangkat hukum yang 
memberikan cerminan pelaksanaan Pemerintahan Desa 
untuk melaksanakan kewenangannya, yang tidak 
bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan. 
3. Perlu dilakukan pengawasan dari Pemerintah 
Kota/Kabupaten, provinsi, dan pusat yang secara rutin 
terhadap kinerja Desa yang menunjukkan adanya kegiatan 
pembangunan Desa. 
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